BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan negara, dalam konteks negara Indonesia adalah sebagai mana
tertulis dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea ke IV yang berbunyi sebagai
berikut: '
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untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ...”

Negara Indonesia untuk mewujudkan itu semua, memiliki konstitusi atau
Undang — Undang Dasar yang menjamin setiap warganya untuk hidup sesuai
dengan hak — haknya dan berupaya untuk mewujudkan tujuannya, serta

mengatur semua permasalan yang menyangkut pemerintahan.”

Indonesia menganut kebijakan desentralisasi atau otonomi daerah dalam
penyelenggaraan pemerintahannya. Otonomi atau autonomy berasal dari bahasa

Yunani, auto yang berarti sendiri dan nomous yang berarti hukum atau
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peraturan.” Dengan demikian, otonomi adalah pemerintahan yang mampu

! Maria Farida Indrati S, lImu Perundang — Undangan I, Yogyakarta: KANISUS (anggota
IKAPI), 2016, him. 1.

2 Utang Rosidin, Otonomi Daerah dan Deentralisasi, Bandung: CV Pusataka Setia, 2015, him. 71.
3 Lihat Sarundang, Arus balik kekuasaan Pusat ke Daerah, yang dikutif Utang Rosidin, Otonomi
Daerah dan Desentralisasi, Bandung: CV Pustaka Setia, 2015, hlm. 75.



menyelenggarakan pemerintahan yang dituangkan dalam peraturan sendiri
sesuai dengan aspirasi masyarakatnya. Menurut Undang — Undang Nomor 32
tahun 2004 yang sekarang telah dirubah menjadi Undang — Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak,
wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara

Kesatuan Republik Indonesia.*

Pelaksanaan otonomi daerah dibawah Undang — Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah diharapkan mampu meningkatkan kapasitas
daerah dalam mengatur dan mengurus kepentingan dan aspirasi masyarakatnya.
Karena daerah lebih memahami kondisi dan karakter daerah serta
masyarakatnya, setiap ' kebijakan - yang" ‘diambil ‘akan ' lebih menyentuh
kepentingan dan sesuai dengan aspirasi masyarakatnya. Dengan kewenangan
yang dimilikinya, daerah lebih leluasa dalam menyusun dan menetapkan
kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada

masyarakat.’

Masing — masing daerah dalam menyelenggarakan urusan yang menjadi
kewenangannya berhak untuk membuat kebijakan baik dalam rangka

peningkatan pelayanan maupun dalam rangka peningkatan peran serta

N Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 6.
5 Utang Rosidin, Op. Cit., hlm. 420.



masyarakat dalam membangun daerah yang diharapkan bermuara pada cita —

cita untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.®

Kebijakan merupakan ketetapan yang berlaku dan dicirikan oleh perilaku
yang konsisten serta berulang, baik dari pembuatannya maupun yang
menaatinya (yang terkena kebijakan itu). Kebijakan ini dibuat oleh badan dan

pejabat pemerintah yang berwenang membuatnya.’

Salah satu produk hukum daerah yang dimiliki Kota Tasikmalaya yaitu
peraturan daerah terkait ketertiban umum yaitu Peraturan Daerah Nomor 7
Tahun 2005 yang sekarang telah diganti menjadi Peraturan Daerah Nomor 11
Tahun 2009. Terkait ketertiban umum ini sebelumnya telah disebutkan dalam
Undang — Undang Nomor 23| Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 12
ayat (1) huruf e, yang menyatakan:

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: ketentraman,
ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Yang dimaksud dengan ketertiban disini sebagaimana dijelaskan dalam
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum Pasal 1
angka 8 menjelaskan bahwa “ketertiban adalah suasana yang mengarah kepada

keteraturan dalam masyarakat menurut norma yang berlaku sehingga

® Lilla Mujiani, Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang No 10 Tahun 2010 Tentang
Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K-3) Pada Pasal 29 Di Alun — Alun Timur Kota Serang,
Serang: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. 2016. him. 2

7 Herabudin, Studi Kebijakan Pemerintah dari Filosofi ke Implementasi, Bandung: CV Pustaka
Setia, 2016, hlm. 13.



menimbulkan motivasi bekerja dalam rangka mencapai tujuan yang

diinginkan.”®

Adapun yang termasuk kedalam ketertiban umum disini salah satunya
adalah tertib usaha, dimana hal ini juga dijelaskan dalam Peraturan Daerah
Nomor 11 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum Pasal 3 Point C, bahwa:

Peraturan Daerah ini mengatur hal — hal yang berkenaan dengan upaya —

upaya untuk mewujudkan ketertiban umum di Daerah yang salah satunya
meliputi tertib usaha.

Yang dimaksud dengan tertib usaha dalam Peraturan Daerah Nomor 11
Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum Pasal 13 dan 14, menyebutkan:

Tertib usaha diarahkan pada cara — cara berusaha yang tertib, teratur dan

melindungi/menghargai hak — hak konsumen/masyarakat. Setiap orang

atau badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha di Daerah terlebih

dahulu harus memperolehi izinl dari pejabat yang berwenang sesuai dengan
peraturan perundang - undangan.

Sedangkan yang termasuk kedalam tertib usaha menurut Peraturan Daerah
Nomor 11 Tahun 2009 disini terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama
tertib usaha khomar, perjudian, dan kesusilaan, yang kedua tertib usaha lainnya
yang didalamnya mencakup melakukan kegiatan usaha pada tempat — tempat
yang tidak sesuai dengan peruntukannya, mengemis, pemungutan sumbangan
tanpa izin, renten, memberikan selebaran untuk kegiatan usaha di jalan jalur
hijau, angkutan umum, dan taman kota, pertunjukan hiburan di jalan, usaha
angkutan umum menggunakan kendaraan yang izinnya tidak diperuntukan bagi
angkutan umum, petugas parkir tidak atas wewenang yang diberikan pejabat

yang berwenang, memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan dan

® Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum Pasal 1 ayat 8.



menyimpan petasan, membuka rumah makan/warung nasi pada bulan Ramadhan

sebelum pukul 16.00.

Seiring dengan perkembangan Kota Tasikmalaya, masalah ketertiban
umum ini rasanya belum bisa dianggap selesai, terutama dalam hal tertib usaha.
Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban
Masyarakat, Bapak Ahmad Ghani Iskandar dari Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Tasikmalaya. Dia menyebutkan bahwa yang namanya sebuah daerah
apalagi yang dinamakan Kota tidak mungkin tidak memiliki masalah apalagi
yang berkaitan dengan ketertiban umum, di sebuah kota besar dengan kondisi
masyarakat yang semakin berkembang hal tersebut sudah menjadi resiko sebuah
daerah yang menjadi kota, apalagi kotanya sudah semakin berkembang. Penyakit
yang ada di masyarakat bukan: malah semakin menurun, yang ada adalah
semakin bertambah. Terutama dalam masalah tertib usaha ini, dimana kegiatan
kesusilaan, perjudian, minuman keras semakin marak, kegiatan usaha pada
tempat — tempat usaha yang tidak sesuai, doger monyet dan gepeng

(gelandangan dan pengemis) ada dimana — mana, dan masih banyak lagi.

Penyelenggaraan ketertiban umum utamanya dalam tertib usaha ini, perlu
untuk dilakukan dengan tegas oleh pihak pemerintah maupun oleh perangkat
daerah yang membantu dalam penegakan peraturan daerah ini. Karena ketertiban
diperlukan untuk menciptakan keamanan, keserasian, dan kenyamanan hidup

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Keteraturan diperlukan untuk



menciptakan keadilan dalam mendistribusikan berbagai sumber daya agar dapat

dinikmati/dimanfaatkan warga negara secara lebih merata. °

Berdasarkan pemaparan di atas penulis tertarik untuk melakuan penelitian
yang berjudul: KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
DALAM MELAKSANAKAN PERDA NOMOR 11 TAHUN 2009
TENTANG  KETERTIBAN UMUM  PERSPEKTIF  SIYASAH

DUSTURIYAH

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Agar penelitian lebih fokus dan tidak meluas dari pembahasan yang
dimaksud, dalam skripsi ini penulis membatasinya pada ruang lingkup penelitian
sebagai berikut:

a. Kebijakan adalah pengaturan atau keputusan yang dibuat oleh Walikota
Tasikmalaya.

b. PERDA Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum yang dimaksud
adalah tertib usaha yang terdapat dalam Pasal 3 Point C yang di dalamnya
terbagi menjadi dua bagian yaitu tertib usaha khomer, perjudian,
kesusilaan, dan tertib usaha lainnya yang didalamnya mencakup
melakukan kegiatan usaha pada tempat — tempat yang tidak sesuai dengan
peruntukannya, mengemis, pemungutan sumbangan tanpa izin, renten,
memberikan selebaran untuk kegiatan usaha di jalan jalur hijau, angkutan

umum, dan taman kota, pertunjukan hiburan di jalan, usaha angkutan

o Utang Rosidin, Otonomi Daerah dan Desentralisasi, Bandung: CV Pustaka Setia, 2015, hlm. 7.



umum menggunakan kendaraan yang izinnya tidak diperuntukan bagi
angkutan umum, petugas parkir tidak atas wewenang yang diberikan
pejabat yang berwenang, memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan
dan menyimpan petasan, membuka rumah makan/warung nasi pada bulan
Ramadhan sebelum pukul 16.00.

Siyasah Dusturiyah memahami seluk — beluk pengaturan urusan umat dan
negara dengan segala bentuk hukum, peraturan, dan kebijaksanaan yang
dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar — dasar ajaran

dan roh syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah penulis pilih, maka penulis

mencoba menguraikan’ beberapa: permasalahan- yang akan' diangkat. Adapun

permasalahan — permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1.

Bagaimana bentuk kebijakan pemerintah Kota Tasikmalaya dalam upaya
pelaksanaan peraturan daerah tentang ketertiban umum terkait tertib
usaha?

Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat pemerintah Kota
Tasikmalaya dalam upaya pelaksanaan peraturan daerah tentang ketertiban
umum terkait tertib usaha?

Bagaimana perspektif siyasah dusturiyah terhadap kebijakan pemerintah

Kota Tasikmalaya terkait tertib usaha?



C.  Tujuan Penelitian
1. Mengetahui bentuk kebijakan pemerintah Kota Tasikmalaya dalam upaya
pelaksanaan peraturan daerah tentang ketertiban umum terkait tertib usaha.
2. Mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat pemerintah Kota
Tasikmalaya dalam upaya pelaksanaan peraturan daerah tentang ketertiban
umum terkait tertib usaha.
3. Mengetahui perspektif sivasah dusturiyah terhadap kebijakan pemerintah

Kota Tasikmalaya terkait tertib usaha.

D. Kegunaan Penelitian
Dengan adanya penelitian ini, penulis mengharapkan adanya manfaat yang
diantaranya:
1. Kegunaan teoritis

a. Diharapkan bisa menjadi aspek pendukung dalam pengembangan ilmu
pengetahuan secara umum dan secara khusus di bidang keilmuan Hukum
Tata Negara (Siyasah) dalam hal realisasi kebijakan mengenai upaya
ketertiban umum khususnya tertib usaha di Kota Tasikmalaya.

b. Di samping itu, hasil penelitian ini diharapkan menarik minat peneliti
lain khususnya di kalangan mahasiswa, untuk mengembangkan
penelitian lanjutan tentang masalah yang sama atau yang serupa.

c. Menjadi bahan literatur bagi seluruh pihak khususnya masyarakat Kota
Tasikmalaya mengenai pentingnya wawasan kebijakan terkait ketertiban
umum khususnya tertib usaha.

2. Kegunaan praktis



a. Sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan jenjang pendidikan S1 di
Universitas Islam Negeri Bandung Fakultas Syari’ah dan Hukum.

b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan kepada
Pemerintahan Daerah Kota Tasikmalaya dalam upaya melaksanakan
kebijakan - kebijakan terkait ketertiban umum khususnya tertib usaha di

Kota Tasikmalaya.

E. Kerangka Pemikiran

Al Qur’an dan al — Hadits secara tegas mengharamkan setiap bentuk
kemungkaran dan kemaksiatan, seperti halnya menjual minuman keras,
menyediakan tempat perjudian, kesusilaan, ataupun segala bentuk yang sifatnya
merugikan serta menggangu ketenangan masyarakat. Hal ini harus diberantas
karena melanggar syari’at Islam yang berlaku, cara pemberantasan kemungkaran
dan kemaksiatan ini menjadi tanggung jawab masyarakat dan pemerintah,
karena kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku bukan hanya kepada masyarakat
tetapi ke seluruh kehidupan sosial budaya dan nilai — nilai bangsa yang

beragama serta berperadaban.

Kewajiban manusia dalam Islam adalah melakukan amar ma’ruf dan nahi

mungkar, sebagaimana dijelaskan dalam Al — Qur’an Surat Ali Imran ayat 110:

Oa) Gl 33 41 b 13ie 355 AN 08 1395 Al b G354 B o Ll i A1 AT 45K
Ostuadl) 34 815 ¢ 5ha3al e 154 ST oS
Artinya: Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk

manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang ma’ruf, dan mencegah
dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab
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beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang
beriman, tetapi kebanyakan mereka adalah orang — orang fasik."

Sikap yang tegas atas segala kemungkaran di tunjukan oleh hadits riwayat

Imam Muslim dari Abu Hurairah ra, yang berbunyi:

615 G O3 alag 4l ) I 4 3k Gaa s JB A D () g ) S il e
D‘JJ] QLZ;:JD! sa- 4.3&3‘,’ ’:i.":" ° I/ %o ;é} Z}l} ‘é-}‘, ;; DI/ o ;,a} Z}l; ‘99:-,\;1 3,;1:3‘! " fsi; ég:.‘-ﬁ

[plose

Artinya: Dari Abu Sa’id Al Khudri radiallahuanhu berkata : Saya
mendengar Rasulullah shallallahu’alaihi wa sallam bersabda: Siapa yang
melihat kemunkaran maka rubahlah dengan tangannya, jika tidak mampu
maka rubahlah dengan lisannya, jika tidak mampu maka (tolaklah) dengan
hatinya dan hal tersebut adalah selemah-lemahnya iman. (Riwayat
Muslim)"!

Dengan demikian, seorang muslim bukan semata — mata baik terhadap
dirinya sendiri, melakukan amal saleh dan meninggalkan maksiat serta hidup
dilingkungan khusus, melainkan harus peduli terhadap kerusakan yang terjadi di

masyarakatnya.

Maka dari itu untuk mewujudkan itu semua Pemerintah Daerah, dalam hal
ini adalah Pemerintah Kota Tasikmalaya, membuat produk hukum daerah
berupa Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum
sebagai panduan untuk meningkatkan tata kehidupan yang tertib, nyaman dan

tenteram.

' Anonimous, Al — Qur’an Tajwid dan Terjemahan, Jakarta Timur: Maghfirah Pustaka. 2006.
hlm. 64.
' HR. Muslim
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Berikut ini adalah skema sederhana kerangka pemikiran Kebijakan
Pemerintah Kota Tasikmalaya Dalam Melaksanakan Perda Nomor 11 Tahun

2009 tentang Ketertiban Umum Perspektif Siyasah Dusturiyah.

Pemerintah Kota Tasikmalaya

f N

Produk Hukum Daerah/Kebijakan yang dibuat

\ ) Perspektif
\l/ Siyasah
\ Dusturiyah

Program dan kegiatan

Pelaksanaan Perda Ketertiban Umum

Pemerintah adalah penyelenggara negara dan yang mengurus administrasi
negara, mengatur urusan negara, memutuskan permasalahan negara dalam
berbagai kebijakan politis suatu negara dan pemerintahan, dan dalam hubungan
antarbangsa dan negara, urusan — urusan penghidupan, kemakmuran negara, dan
pembelaan negara terhadap kepentingan rakyat serta dalam kaitannya dengan
kepentingan ekonomi negara. Pelaksana dari urusan pemerintahan adalah kepala
negara dibantu oleh para menteri, alat (negara), seperti para penguasa daerah,

gubernur, hakim, dan pegawai yang tersusun dalam berbagai lembaga, seperti
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pengadilan (kehakiman), kantor, kerja sama, kementerian, dan sebagainya yang
bentuk dan namanya berubah — ubah sesuai dengan kondisi dan zaman.'?
Kebijakan pemerintah pada umumnya dipahami sebagai salah satu upaya
atau tindakan pemerintah untuk melaksanakan tugas pemerintahannya dalam
wujud pengaturan atau keputusan. Kebijakan pemerintah merupakan hasil proses
politik yang dijalankan dalam suatu sistem pemerintahan negara yang mencakup
langkah — langkah atau upaya — upaya yang harus dilaksanakan oleh pemerintah
selaku penyelenggara negara. Oleh sebab itu, dalam praktiknya, kebijakan
pemerintah tidak terlepas dari peran dan fungsi aparat pemerintah yang disebut

. . 13
birokrasi.

Sedangkan salah satu yang paling berperan penting dalam pembuatan
kebijakan ini adalah pemimpin. Pemimpin adalah seseorang 'yang telah diberi
tanggungjawab untuk dapat melaksanakan tugas yang telah diembannya dengan
baik. Seperti dijelaskan dalam sebuah hadist yang menyatakan kemestian

pemimpin bertanggung jawab atas kepemimpinannya:
£15 ol o s ala b e s (o § b p& Ky g5 a8 01 0B ) (8 a8 Gl 08
(4o (3ie) 20 () ian b5 4y JAT 0 £15 02 S5 485 B8 0 s 5hs

Artinya : “Dari Ibnu Umar r.a, telah bersabda Nabi Saw., setiap kamu itu
adalah pemimpin dan setiap pemimpin itu bertangung jawab atas yang
dipimpinnya. Seorang imam yang menjadi pemimpin rakyat bertanggung

2 Jubair Situmorang, Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah), Bandung: CV.
Pustaka Setia, 2012, him. 22.

"> Herabudin, Studi Kebijakan Pemerintah dari Filosofi ke Implementasi, Bandung: CV Pustaka
Setia, 2016, him. 37.
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jawab terhadap rakyatnya dan setiap suami bertanggung jawab atas rumah
tangganya”.14

Pemimpin memiliki kewajiban membuat kebijakan berupa peraturan untuk
mengatur rakyatnya. Sebagaimana dijelaskan pula oleh Imam Al Mawardi,
bahwa seorang Imam memiliki tugas yang harus dilakukan salah satunya adalah
menegakkan supermasi hukum (fudud) untuk melindungi larangan — larangan
Allah Ta’ala dari upaya pelanggaran terhadapnya, dan melindungi hak — hak

hamba — hamba — Nya dari upaya pelanggaran dan perusakan terhadapnya.15

Dalam Islam, pemerintahan disebut dengan siyasah. Secara bahasa,
siyasah berasal dari kata — kata “saasa yasuusu siyaasatan”, yang artinya
mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan. Siyasah menurut
bahasa mengandung beberapa. arti, yakni dapat diartikan memerintah, membuat

kebijaksanaan, pengurusan, dan pengendalian, Sedangkan secara istilahnya,

siyasah adalah:
g ) iy e dal) &l Uaa Sy
Artinya : “Pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan
Syara’. J716

Kemaslahatan yang dimaksudkan dalam konteks siyasah adalah dampak
positif yang konkret dari adanya pemerintahan, negara, dan kepemimpinan bagi

semua kepentingan — kepentingan masyarakat.'’

' HR. Bukhari Muslim

'3 Al — Mawardi, Al — Ahkam As — Sulthaniyyah: Hukum — hukum Penyelenggaraan Negara dalam
Syariat Islam, Jakarta: PT Darul Falah, 2007, hlm. 24.

'® A. Dzajuli, Figih Siyasah, Bandung: Rosda, 2000, hlm. 24.
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Menurut Abu Yusuf salah seorang ahli hukum ketatanegaraan Islam, dari
beberapa rekomendasi yang diberikan olehnya kepada Harun Ar — Rasyid agar ia
mempertimbangkan kemaslahatan dan kemudaratan bila akan memberlakukan
suatu kebijakan, begitu halnya ketika akan membuat pelarangan aktivitas

publik."® Seperti dijelaskan dalam kaidah:
flviaall ¢ada g du Lia) a8

Artinya: “Menolak kemafsadatan dan meraih kemaslahatan.”"”

Para ahli hukum Islam membuat kategorisasi maslahat kedalam dua jenis,
yaitu (1) maslahat yang bersifat individual — subektif (a/ — mashlahah al —
khashshah), dan (2) maslahat yang bersifat sosial — objektif (al — mashlahah al —
‘ammah). Maslahat yang bersifat individual — subjektif] adalah maslahat yang
menyangkut kepentingan seseorang yang secara eksistensial bersifat independen
dan terpisah dari kepentingan orang lain. Untuk urusan pengelolaan fasilitas dan
sektor — sektor publik, maslahat dikebelakangkan dulu. Adapun maslahat yang
bersifat sosial — objektif sebagai maslahat yang menyangkut kepentingan orang
banyak, dalam pengelolaan sektor — sektor publik harus didahulukan.
Kategorisasi inilah yang melatarbelakangi lahirnya sebuah kaidah di kalangan

paraahli hukum Islam, yaitu:*

Lo W) daladl) e 4a 3a 4 W) daiiadl

"7 Beni Ahmad Saebani, Figh Siyasah Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak
Muhammad SAW hingga Al — Khulafa Ar - Rasyidin, Bandung: Pustaka Setia, 2015, hlm. 27.

'8 Lihat Abu Yusuf, Kitab al — Kharaj, yang dikutif oleh Ija Suntana, Pemikiran Ketatanegaraan
Islam, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010, hIm. 121.

' A. Dzajuli, Figih Siyasah, Bandung: Rosda, 2000, hlm. 36.

20 Ija Suntana, Pemikiran Ketatanegaraan Islam, Bandung: CV Pustaka Setia, 2010, hlm. 50.
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Artinya : “Kemaslahatan umum didahulukan daripada kemaslahatan

khusus”.?!

Abu Ishaq al — Syatibi (selanjutnya disebut al — Syatibi) mengkategorikan
maslahat menjadi 3 (tiga) macam, yaitu (1) al - dharuriyyah,(2) al - hajiyyah,
dan (3) al - tahsiniyyah. Lebih jauh, al — Syatibi menjelaskan bahwa a/ —
dharuriyyah ialah sesuatu yang tidak boleh tidak ada demi tegaknya kebaikan
dan kesejahteraan, baik menyangkut urusan ukhrawi maupun urusan duniawi.
Bagi al — Syatibi, al — dharuriyyah itu mencakup upaya — upaya memelihara
agama, memelihara jiwa, memelihara keturunan, memelihara harta kekayaan,

dan memelihara akal budi.??

Adapun a/ — hajiyyah,) dalam|pandangan al — Syatibi,| ialah sesuatu yang
dibutuhkan dari sisi kemampuannya., mendatangkan kelapangan dan
menghilangkan kesempitan yang biasanya membawa kepada kesukaran dan
kesusahpayahan yang diiringi dengan luputnya tujuan/sasaran. Apabila a/ —
hajiyyah tidak diperhatikan maka akan muncul kesukaran dan kesusahpayahan,
tetapi tidak sampai menimbulkan kerusakan yang biasanya terjadi pada kasus al
— maslahah al — daruriyyah. Kategori al — hajiyyah sesungguhnya mengarah

kepada penyempurnaan al — daruriyyah, di mana dengan tegaknya al — hajiyyah,

! A. Dzajuli, Figih Siyasah, Bandung: Rosda, 2000, him. 37.
?2 Abu Ishaq Ibrahim al — Syatibi, al — Muwafaqat fi Usul al — Syari’ah, Jilid 1, Juz ke — 2, him. 7-
13.
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akan lenyap segala al — masyaqqah dan tercipta keseimbangan dan kewajaran,

sehingga tidak menimbulkan ekstrimitas (al — ifrat wa al — tafrif).”

Sedangkan al — tahsiniyyah, menurut pendapat al —Syatibi, ialah sesuatu
yang berkenaan dengan memperhatikan kebiasaan — kebiasaan yang baik dan
menghindari kebiasaan — kebiasaan yang buruk, berdasarkan pertimbangan akal
sehat. Bagi al — Syatibi, keberadaan al — tahsiniyyah bermuara kepada kebaikan
— kebaikan yang melengkapi prinsip al/ — maslahah al — daruriyyah dan al —
maslahah al — hajiyyah, ini karena ketiadaan al — tahsiniyyah tidak merusak al/ —
daruriyyah dan al — hajiyyah, ia hanya berkisar pada upaya mewujudkan
keindahan, kenyamanan dan kesopanan dalam tata hubungan sang hamba
dengan Tuhan dan dengan sesama makhluk — Nya.24 Seperti dijelaskan dalam
buku A. Djazuli terkait - hadist,. kemestian- ‘mejadikan’ kecintaan dalam

persaudaraan sebagai dasar hubungan antara pemimpin dengan pengikut:

s sl O d akiag] oA 06 Al adle G e A oo o e (e
a0 by add Al ki saln s 243 ekl Gl allag] el g pgale (ijleaty 2 & Sy K0
(pess 0150)

Artinya: “Dari Auf bin Malik, telah besabda Rasulullah Saw., pemimpin
yang baik adalah pemimpin yang mencintai kamu dan kamu mencintainya,
mendoakan kamu dan kamu mendoakan mereka, sedangkan pemimpin
yang jelek adalah pemimpin yang kamu benci dan mereka membenci

kamu, kamu melaknat mereka dan mereka melaknat kamu.”25

3 Ibid., him. 9-14.
% Ibid, hlm. 9-10.
% HR. Muslim.
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Selain membuat kebijakan, Abu Yusuf juga menyatakan bahwa negara
berkewajiban memelihara kepetingan rakyat dan menciptakan kemakmuran bagi
mereka. Maka dari itu Dia mengembangkan teori ketatanegaran berupa teori
kewajiban negara. Menurut Abu Yusuf teori kewajiban negara memiliki tiga
konsep dasar yaitu, (1) penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, (2)
pemeliharaan hak rakyat (3) pengelolaan keuangan publik. Pengertian
penyelenggaran pemerintahan yang efektif adalah setiap kebijakan negara yang
menyangkut kepentingan masyarakat harus tepat sasaran dan selalu memenuhi
aspek kemaslahatan. Negara berkewajiban memenuhi kebutuhan rakyat dan
mengembangkan berbagai kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan

umuim .26

Sebagai bentuk pemeliharaan hak rakyat,~Abu Yusuf menyatakan bahwa
kepala negara berkewajiban memberi penerangan secara transparan kepada
rakyatnya, tentang berbagai masalah yang menyangkut kekayaan negara dan
program — program yang dilaksanakan, termasuk pemenuhan hak rakyat. Negara
berkewajiban memberi penjelasan kepada rakyat tentang hak dan kewajiban
mereka, terutama yang menyangkut hukum. Walaupun begitu, tidak berarti
kepala negara mempunyai hak untuk merumuskan hukum karena mereka hanya
penerap hukum; artinya kepala negara adalah seorang eksekutif yang
berkewajiban menerapkan hukum yang telah dirumuskan para fuqaha.”’

Berkenaan dengan pengelolaan keuangan publik, Abu Yusuf menyajikan

*® Lihat Abu Yusuf, Kitab Al — Kharaj, yang dikutif Ija Sunatana, Pemikiran Ketatanegaraan
Islam, Bandung: CV Pustaka Setia, 2010, hlm. 122.
*7 Ibid, hlm. 123.
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rujukan pertama dalam kajian ekonomi — politik dan hubungannya dengan
pemerintahan, serta prinsip pengelolaan kekayaan dan keuangan negara,

terutama perpajakan.”®

F. Langkah — langkah Penelitian
1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian
kualitatif, dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis, dengan metode
tersebut penulis berusaha mengungkapkan peraturan perundang — undangan
yang berkaitan dengan teori — teori hukum yang menjadi objek penelitian.
Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang
berkenaan objek penelitian.29 Dimana penulis menjelaskan gambaran tentang
permasalahan sebenarnya 'di‘ lapangan “dan “berusaha 'menganalisis secara
sistematis berbagai hal yang berhubungan dengan kebijakan di Kota
Tasikmalaya, utamanya dalam terib usaha yang termasuk kedalam ketertiban
umum.

Pada penelitian ini, peneliti mendeskripsikan mengenai kebijakan
pemerintah dalam penertiban usaha di Kota Tasikmalaya serta menganalisis
kesesuaian dengan pelaksanaan peraturan daerah nomor 11 tahun 2009 tentang
ketertiban umum khususnya tertib usaha.

2. Sumber data
a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik

melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen

28 .
Ibid, hlm. 123.
2 Ali Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 105 — 107.
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tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Sumber data Primer
diperoleh peneliti dari wawancara serta observasi lapangan yang dilakukan
secara mendalam dengan Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya Kabag
Perundang — Undangan, DPRD bagian Perundang — Undangan Kota
Tasikmalaya, serta Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban
Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tasikmalaya.
. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen — dokumen resmi,
buku — buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian
dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang —
undangan. Data sekunder tersebut, dapat dibagi menjadi:
1) Bahan Hukum Primer
Bahan — bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang —
undangan yang terkait dengan ‘objek penelitian diantaranya:
a) Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah.
b) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum.
c) Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Tugas, Tata
Kerja, Pakaian Dinas, dan Perlengkapan Anggota Satuan
Perlindungan Masyarakat yang Melaksanakan Tugas dan Membantu
Ketentraman dan Ketertiban Umum oleh Satuan Polisi Pamong

Praja.
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d) Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor : 300/Kep. 48 — Pol PP dan
Linmas/2013 tentang Pembentukan Tim Pengawasan dan Penertiban
Tempat Hiburan dan Rekreasi di Kota Tasikmalaya.
2) Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder adalah buku — buku dan tulisan — tulisan ilmiah
hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.
3) Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan
hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus,
ensiklopedia, surat kabar, dan sebagainya.
3. Metode Pengumpulan Data
a. Metode Penelitian Kepustakaan
Data Kepustakaan yang diperoleh 'melalui penelitian kepustakaan yang
bersumber dari peraturan perundang — undangan, buku — buku, dokumen
resmi, publikasi, dan hasil penelitian.
b. Metode Penelitian lapangan
Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui
wawancara serta observasi dari responden yang ditentukan secara purposive
sampling (ditentukan oleh peneliti berdasarkan kemauannya).
4. Metode Analisis Data
Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian
bersifat deskriptif analisis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan

kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi
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isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis
untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam

menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.*

30 Ali Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 105 — 107.



